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ABSTRAK

Nur Afifah, NIM. 50124003, 2026. Dispensasi Kawin Sebagai Tindakan Preventif dari
Perzinahan di Kecamatan Blado Kabupaten Batang (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum).
Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. H. Ali Trigiyatno,
M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perzinahan, Sosiologi Hukum,

Kecamatan Blado tercatat sebagai wilayah dengan angka tertinggi pengajuan
dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Batang periode 2022-2025, dengan
alasan dominan untuk menghindari zina. Fenomena ini menimbulkan dilema: di satu sisi
dianggap solusi preventif dari perzinahan, namun di sisi lain berpotensi melegalkan
perkawinan anak yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana
diatur dalam dalam Pasal 26 ayat (1) ¢ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta usia minimal
dalam melangsungkan perkawinan yang ditetapkan melalui ada Pasal 7 ayat (1) UU No.
16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) bagaimana perspektif
sosiologi hukum terhadap dispensasi kawin sebagai tindakan preventif dari perzinahan di
Kecamatan Blado, dan (2) bagaimana implikasi sosial serta hukum dari praktik tersebut
terhadap perlindungan hak anak dan pembangunan sosial masyarakat. Adapun tujuannya
untuk menganasilis praktik dispensasi kawin sebagai tindakan preventif dari perzinahan
di Kecamatan Blado dalam kajian sosiologi hukum daj menganalisis dampak sosial dan
hukum dari praktik dispensasi kawin terhadap perlindungan hak anak serta kontribusinya
terhadap dinamika pembangunan sosial masyarakat di Kecamatan Blado.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (sociology of
law) merupakan penelitian yang mengkaji "law as is is in society", yaitu penelitian yang
mengkaji hukum sebagaimana adanya dalam masyarakat, berangkat dari pandangan
bahwa hukum merupakan suatu pola tingkah laku sosial yang terlembagakan dan
keberadaannya sebagai variabel sosial yang empiris. Jadi penelitian hukum ini merupakan
penelitian yang mengkaji dan menganalisis kerja hukum dalam realitas di masyarakat.
Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang praktik Dispensasi Kawin di
Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispensasi kawin di Kecamatan Blado
merupakan kompromi antara norma hukum dan nonna sosial-agama masyarakat Praktik
ini menunjukkan hukum sebagai fenomena sosial yang bernegosiasi dengan kebutuhan
masyarakat, menekankan kemanfaatan dan kepastian hukum formal, akan tetapi
mengesampingkan beberapa keadilan subtantif. Dalam perspektif Sad Dzari’ah,
dispensasi kawin dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah kemudharatan
lebih besar, meskipun tetap menyisakan dilema terhadap keadilan substantif dan
perlindungan anak.



ABSTRACT

Nur Afifah, Student ID 50124003, 2026. Marriage Dispensation as a Preventive
Measure Against Adultery in Blado District, Batang Regency (A Sociology of
Law Perspective). Thesis, Master’s Program in Islamic Family Law, Postgraduate
School, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisors: (1) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. (2) Dr. Taufigur Rohman, M.Sy.

Keywords: Marriage Dispensation, Adultery, Sociology of Law

Blado District has recorded the highest number of marriage dispensation
applications in the Batang Religious Court between 2022 and 2025, with the
dominant reason being the prevention of adultery. This phenomenon creates a
dilemma: on one hand, it is perceived as a preventive solution, yet on the other
hand, it legitimizes child marriage, which contradicts the principles of child
protection as stipulated in Article 26 paragraph (1) ¢ of Law No. 35 of 2014 in
conjunction with Law No. 23 of 2002 on Child Protection, as well as the
minimum age requirement for marriage regulated in Article 7 paragraph (1) of
Law No. 16 of 2019 in conjunction with Law No. 1 of 1974 on Marriage.

This study formulates two main research questions: (1) how does the
sociology of law perspective view marriage dispensation as a preventive measure
against adultery in Blado District, and (2) what are the social and legal
implications of this practice for child protection and social development in the
community. The purpose of this research is to analyze marriage dispensation as a
preventive measure against adultery within the framework of sociology of law,
and to examine its social and legal impacts on child rights protection and its
contribution to the dynamics of social development in Blado District.

The research employs a socio-legal approach (sociology of law), which
examines “law as it is in society,” viewing law as an institutionalized social
behavior and an empirical social variable. Thus, this study analyzes the
functioning of law within social reality, focusing on the practice of marriage
dispensation in Blado District.

The findings reveal that marriage dispensation in Blado represents a
compromise between formal legal norms and socio-religious values of the
community. This practice illustrates law as a social phenomenon that negotiates
with societal needs, emphasizing utility and formal legal certainty while sidelining
aspects of substantive justice. From the perspective of Sad Dzari’ah, marriage
dispensation is considered a preventive step to avoid greater harm, particularly
adultery, although it continues to pose dilemmas regarding substantive justice and
child protection.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan usia dini melalui mekanisme dispensasi kawin
semakin marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan
Blado, Kabupaten Batang. Sejak tahun 2022, Pengadilan Agama Batang
menerima lonjakan permohonan dispensasi kawin, terutama dari orang tua
yang mengkhawatirkan anak-anak mereka terjerumus dalam pergaulan bebas
atau perilaku seksual di luar nikah. Dalam hal ini, Kecamatan Blado menjadi
wilayah dengan angka dispensasi kawin tertinggi di Kabupaten Batang,
dengan kekhawatiran terhadap zina menjadi alasan dominan yang mendorong
permohonan dispensasi kawin tersebut (Fathonah, 2025).

Praktik tersebut tentu menimbulkan dilema hukum dan sosial. Di satu sisi,
dispensasi kawin dianggap sebagai solusi preventif terhadap perilaku
menyimpang. Di sisi lain, pernikahan dini berpotensi melanggar hak anak,
menghambat pendidikan, dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah
tangga. Dalam konteks sosiologi hukum, muncul pertanyaan penting: apakah
dispensasi kawin benar-benar menjadi sarana efektif untuk menghindari zina,
atau justru menjadi bentuk kompromi antara norma agama, tekanan sosial, dan
kelemahan sistem hukum.

Kecamatan Blado yang menjadi wilayah dengan angka dispensasi kawin

tertinggi di Kabupaten Batang sejak 2022 menarik untuk dikaji. Berdasarkan



data laporan kinerja satker dan SIPP Pengadilan Agama (PA) Batang perkara
dispensasi kawin per tanggal 5 Agustus 2025, kecamatan Blado terdapat 12
permohonan dari total 85 perkara dispensasi kawin pada periode tersebut
(Pengadilan Agama Batang Kelas IB, n.d.). Menurut salah satu pemohon,
pengajuan dispensasi kawin menjadi salah satu hal umum di wilayahnya
ketika anak yang kurang dari batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-
Undang hendak melakukan pernikahan (Suyanti, 2025).

Pada data laporan kinerja satker dan SIPP Pengadilan Agama (PA)
Batang, menghindari zina menjadi alasan paling mayoritas, berikutnya alasan
kehamilan di luar nikah dan pergaulan bebas (sex bebas). Dari 85 perkara yang
diajukan, sebanyak 72 kasus (84,7%) dengan alasan untuk menghindari zina.
Sebanyak 10 kasus (11,8%) terkait kehamilan di luar nikah, sedangkan 3
kasus (3,5%) karena alasan sex bebas atau pergaulan bebas (Pengadilan
Agama Batang Kelas IB, n.d.). Pada 72 perkara yang diajukan dengan alasan
untuk menghindari zina rata-rata dikabulkan dan hanya 3 perkara yang ditolak
(Fathonah, 2025).

Data di atas menunjukkan bahwa orang tua dan calon pasangan yang
belum mencapai usia legal sering mengajukan izin untuk menikah (dispensasi
kawin) karena mereka takut terlibat dalam perzinahan. Fenomena ini
menyoroti tentang pentingnya pendidikan dan pemantauan kontak sosial
remaja, sekaligus menunjukkan bahwa jumlah pernikahan dini yang diajukan
melalui dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Batang masih tinggi. Hal

ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara norma hukum yang membatasi



usia perkawinan dengan norma agama dan sosial masyarakat yang
menekankan pencegahan zina (Zuhrul Anam, 2025).

Batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan sejatinya telah
diatur secara tegas melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila
mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini lahir
sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak, sekaligus sebagai upaya
untuk mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan
berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan reproduksi, pendidikan,
maupun kesiapan mental dan sosial pasangan dalam membangun rumah
tangga (Kafidhoh; et al., 2024). Dengan adanya aturan ini, negara berusaha
memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan oleh individu yang sudah
cukup matang secara fisik dan psikologis, sehingga dapat menjalani kehidupan
berumah tangga dengan lebih stabil dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat pengecualian terhadap batas
usia minimal tersebut. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) hingga
ayat (4) UU No. 16 Tahun 2019, yang memberikan ruang bagi adanya
dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang
memungkinkan orang tua atau wali mengajukan permohonan ke pengadilan
agama atau pengadilan negeri agar anak yang belum mencapai usia 19 tahun
tetap dapat melangsungkan perkawinan (Husni & Mustofa, 2023). Ketentuan

ini muncul sebagai bentuk kompromi antara regulasi formal negara dengan



realitas sosial di masyarakat, di mana faktor budaya, agama, dan kondisi
sosial-ekonomi sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak
sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang (Hadiati &
Brilianci, 2023).

Untuk melegitimasi pernikahan antara pria dan wanita yang berusia di
bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.
Orang tua dari pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi
perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat (Azni et al., 2025).
Mekanisme ini menjadi jalur hukum yang memungkinkan perkawinan tetap
dilaksanakan meskipun usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019.

Dalam prosesnya, Pengadilan Agama tidak serta-merta memberikan
persetujuan. Hakim terlebih dahulu harus mendengarkan pendapat dari calon
mempelai pria dan wanita yang akan menikah, untuk memastikan bahwa
keputusan tersebut benar-benar berasal dari kesadaran dan kehendak mereka,
bukan semata-mata paksaan dari pihak keluarga. Selain itu, permohonan
dispensasi kawin harus didasarkan pada alasan yang mendesak dan kuat,
misalnya adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, hubungan
pacaran yang dianggap terlalu intim, atau kasus kehamilan di luar nikah.

Permohonan tersebut juga harus didukung oleh bukti yang memadai,
sehingga hakim memiliki dasar pertimbangan yang jelas sebelum
mengeluarkan putusan. Dengan demikian, dispensasi kawin bukan hanya

sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah proses hukum yang



menuntut adanya pertanggungjawaban moral, sosial, dan legal dari pihak
keluarga maupun calon mempelai. (Fadhli & Islami, 2024).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 PERMA No. 5/2019, dispensasi pernikahan
terjadi ketika pengadilan memberikan persetujuan bagi calon suami atau istri
yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah (Hidayatulloh, 2020). Pada
PERMA tersebut terdapat sedikit ketidaksinambungan pada ketentuan
dispensasi kawin yang termuat pada Pasal 1 ayat (5) yaitu pada pasal tersebut
hanya menyebutkan batas usia hominal, yakni di bawah 19 tahun. (Iskandar,
2017). Syarat permohonan dispensasi kawin salah satunya adalah harus
dengan alsan mendesak.

Namun demikian, aturan terkait alasan mendesak tidak disebutkan secara
rinci dalam undang-undang yang ada. Sehingga batasan kekhawatiran zina
sebagai alasan dispensasi kawin adalah tidak adanya kepastian hukum yang
jelas dan dapat bervariasi dalam penafsiran hakim, karena tidak secara
eksplisit diatur sebagai alasan utama dispensasi pernikahan oleh undang-
undang. Selain itu, perlu dibuktikan kesiapan kedua calon mempelai secara
lahir dan batin untuk menjalankan rumah tangga yang penuh tanggung jawab
(Zuhrul Anam, 2025).

Didpensasi kawin jika di kaji dari perspektif sosiologi hukum, fenomena
ini mencerminkan realitas bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan
selalu berinteraksi dengan nilai, budaya, dan kebutuhan sosial masyarakat.
Keputusan hakim dalam mengabulkan maupun menolak dispensasi kawin

sering kali didasarkan tidak hanya pada aspek yuridis formal, tetapi juga



pertimbangan sosiologis seperti tekanan sosial, kehormatan keluarga, serta
pandangan agama.

Namun, di sisi lain, pemberian dispensasi kawin berpotensi menimbulkan
dilema. Di satu pihak, ia dianggap solusi untuk menghindari zina; tetapi di
pihak lain, ia justru melegalkan perkawinan anak yang dapat menimbulkan
dampak negatif bagi anak (Horii, 2020). Dalam hal ini orang tua memiliki
kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana diatur
dalam Pasal 26 ayat (1) ¢ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Andayani, 2019).

Pemikiran di atas semakin penting dan relevan, jika ditarik konteks pada
masyarakat di Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang masih cukup banyak
melakukan dispensasi kawin. Praktik dispensasi kawin di daerah ini
mencerminkan interaksi kompleks antara nilai-nilai lokal, norma agama, dan
kebijakan hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat Blado memaknai
dispensasi kawin sebagai sarana menghindari zina, serta implikasinya dalam
perspektif sosiologi hukum.

Dengan demikian, penelitian mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap
permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Blado menjadi penting untuk
mengkaji interaksi antara norma hukum, agama, dan praktik sosial
masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif

mengenai bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial, serta sejauh mana



peranannya dalam melindungi generasi muda dari dampak perkawinan dini

maupun perzina.

1.2. lIdentifikasi masalah

1. Angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang cukup
tinggi, yang sebagian besar diajukan dengan alasan kekhawatiran
terjadinya perbuatan zina. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19
tahun bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi
hak anak, mencegah praktik perkawinan dini, serta menjamin kesiapan
fisik, mental, dan sosial pasangan dalam membangun rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat justru mendorong terjadinya
perkawinan dini sebagai langkah preventif untuk menghindari zina dan
menjaga kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, dispensasi kawin
dipandang sebagai solusi darurat yang dapat memberikan legitimasi
hukum bagi perkawinan anak di bawah umur. Orang tua merasa lebih
aman secara sosial dan moral ketika anak mereka menikah lebih cepat,
karena dianggap mampu mencegah risiko pergaulan bebas atau perilaku
seksual di luar nikah.

2. Dampak sosial dari pemberian dispensasi kawin, seperti risiko perceraian
dini, masalah kesehatan reproduksi, hilangnya hak pendidikan anak, dan
potensi siklus kemiskinan yang berulang di masyarakat. Dalam Perspektif
sosiologi hukum diperlukan untuk melihat hubungan antara aturan formal

negara dengan kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat Batang, serta



bagaimana hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa
sosial. Sehingga efektivitas dispensasi kawin sebagai sarana menghindari
zina masih menimbulkan pertanyaan besar. Di satu sisi, dispensasi kawin
memang dapat menjadi jalan keluar yang cepat dan sah menurut hukum
untuk meredakan kekhawatiran orang tua. Namun, di sisi lain, praktik ini
justru berpotensi melanggengkan perkawinan anak, yang membawa
dampak negatif jangka panjang.
1.3. Pembatasan masalah
Penelitian dibatasi pada perspektif sosiologi hukum, yaitu menelaah
hubungan antara norma hukum (dispensasi kawin) dengan realitas sosial
(pencegahan zina) di masyarakat Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Aspek
teologis atau fighiyah Islam hanya menjadi latar, bukan fokus utama.
Penelitian juga dibatasi di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa
Tengah, hal ini karena Kecamatan Blado menjadi kecamatan tertinggi
pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2025
(Fathonah, 2025). Adapun informan penelitian ini dibatasi pada permohonan
dispensasi kawin yang diajukan pada periode Januari hingga September 2025,
agar lebih fokus pada fakta terkini dan alasan ketersediaan data informan
penelitian, sehingga penelitian lebih komprehensif.
1.4. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perspektif sosiologi hukum terhadap dispensasi kawin sebagai

tindakan preventif dari perzinahan di Kecamatan Blado?



2. Bagaimana implikasi sosial dan hukum dari praktik dispensasi kawin

terhadap perlindungan hak anak dan pembangunan sosial masyarakat?
1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganasilis praktik dispensasi kawin sebagai tindakan preventif
dari perzinahan di Kecamatan Blado dalam kajian sosiologi hukum.

2. Untuk menganalisis dampak sosial dan hukum dari praktik dispensasi
kawin terhadap perlindungan hak anak serta kontribusinya terhadap
dinamika pembangunan sosial masyarakat di Kecamatan Blado.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang luas
dan sistematis terhadap pengembangan ilmu sosiologi hukum dengan
menyoroti interaksi antara hukum formal berupa mekanisme dispensasi
kawin dengan norma sosial yang berkembang di masyarakat pedesaan,
khususnya terkait pencegahan zina sebagai bentuk penjagaan moral dan
kehormatan keluarga. Dengan mengkaji fenomena ini, penelitian tidak
hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada bagaimana
masyarakat menafsirkan dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga tercipta dialektika antara aturan negara dan nilai

sosial-agama.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran secara kognitif dalam pengembangan ilmu hukum Islam,

terutama mengenai dispensasi kawin yang sering dikaitkan dengan alasan
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menghindari zina, yang dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami
melalui konsep sad dzari’ah sebagai upaya menutup jalan menuju
kemudaratan. Bangunan teoretis yang dihasilkan dari penelitian ini
diharapkan dapat dikembangkan secara akademis dan dijadikan referensi
ilmiah bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan
hubungan antara hukum keluarga, moralitas, dan perlindungan anak,
sehingga memperkaya kajian interdisipliner yang menghubungkan aspek
hukum positif, hukum Islam, dan sosiologi hukum.
Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas
dalam pelaksanaan aturan hukum Islam terkait problematika yang timbul
dari praktik dispensasi kawin. Secara khusus, penelitian ini ditujukan
kepada masyarakat agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan
pemahaman mengenai pentingnya mempertimbangkan usia pernikahan
anak demi tercapainya kemaslahatan, sehingga perkawinan tidak hanya
dipandang sebagai solusi darurat untuk menghindari zina, tetapi juga
sebagai ikatan yang matang dan bertanggung jawab. Bagi aparat penegak
hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam memutus perkara
dispensasi kawin dengan memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan
perlindungan anak, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah secara

hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masa depan anak.
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Sementara itu, bagi pemerintah daerah maupun stakeholder terkait,
hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan atau
program edukasi yang lebih komprehensif mengenai pernikahan dini,
kesehatan reproduksi, serta perlindungan remaja dari pergaulan bebas,
sehingga tercipta sinergi antara regulasi hukum, norma sosial, dan

kebijakan publik dalam menjaga kesejahteraan generasi muda.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1. Simpulan

Dispensasi kawin di Kecamatan Blado mencerminkan interaksi antara
norma hukum negara dan norma sosial-agama masyarakat. Dalam perspektif
sosiologi hukum, praktik ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya
berfungsi sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang
bernegosiasi dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme dispensasi menjadi
ruang kompromi, di mana pengadilan tetap menjalankan prosedur formal,
tetapi substansi putusan sering kali menyesuaikan dengan realitas sosial
yang menekankan pencegahan zina dan menjaga kehormatan keluarga. Hal
ini menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada penerimaan dan
legitimasi masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dispensasi
kawin di Blado lebih menonjolkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum
formal dibandingkan keadilan substantif. Kemanfaatan tampak dari fungsi
dispensasi sebagai solusi pragmatis untuk mencegah perzinaan dan menjaga
stabilitas sosial, sementara kepastian hukum hadir melalui jalur legal
pengadilan yang memastikan perkawinan tetap sah dan tercatat. Namun,
keadilan bagi anak seringkali terpinggirkan karena kebutuhan sosial

dianggap lebih mendesak.
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Dalam perspektif Sadd Dzari’ah, dispensasi kawin dipandang sebagai
langkah preventif untuk menutup jalan menuju kemudaratan (zina),
sehingga hakim lebih mengutamakan maslahat dengan mengesampingkan
batas usia ideal. Dengan demikian, praktik dispensasi kawin di Blado
memperlihatkan bahwa hukum berfungsi sebagai arena kompromi yang
lentur, menggabungkan tujuan hukum modern dengan prinsip moral-
religius, meskipun konsekuensinya adalah munculnya dilema antara
perlindungan anak.

Implikasi
a. Implikasi Sosial
Praktik dispensasi kawin di Kecamatan Blado memperlihatkan
bahwa norma sosial-agama lebih dominan dibandingkan norma hukum
negara. Hal ini menimbulkan implikasi berupa legitimasi sosial terhadap
pernikahan dini sebagai langkah preventif mencegah zina dan menjaga
kehormatan keluarga. Namun, konsekuensinya adalah munculnya
tantangan sosial baru seperti ketidakmatangan psikologis pasangan
muda, risiko perceraian, serta beban ekonomi yang lebih berat.
b. Implikasi Hukum
Dari sisi hukum, dispensasi kawin memberikan kepastian formal
karena perkawinan tetap sah dan tercatat melalui mekanisme pengadilan.

Akan tetapi, kepastian hukum yang dihasilkan bersifat kompromis,

karena aturan batas usia perkawinan menjadi longgar ketika dihadapkan

pada kebutuhan sosial. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara



106

tujuan hukum untuk melindungi anak dan realitas sosial yang
menekankan kemanfaatan serta legitimasi moral.
7.3. Saran

a. Penguatan Regulasi dan Sosialisasi
Pemerintah dan aparat peradilan perlu memperkuat sosialisasi mengenai
batas usia perkawinan serta dampak pernikahan dini, agar masyarakat
memahami tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu perlindungan anak
dan pembangunan sosial jangka panjang.

b. Pendekatan Sosio-Kultural dan Agama
Karena masyarakat Blado sangat dipengaruhi norma agama dan tradisi,
pendekatan hukum harus disinergikan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat. Dengan cara ini, regulasi negara dapat diterima lebih baik
dan dipandang sejalan dengan prinsip Sadd Dzari’ah.

c. Pertimbangan Maslahat Jangka Panjang
Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebaiknya tidak hanya
mempertimbangkan maslahat jangka pendek (pencegahan zina), tetapi
juga dampak jangka panjang terhadap pasangan muda. Kesiapan fisik,
mental, ekonomi, dan sosial harus lebih diperhatikan agar dispensasi

benar-benar membawa manfaat berkelanjutan.
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